








  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
  Masyarakat Ekonomi ASEAN harus melalui proses yang panjang 
hingga akhirnya bisa tercapai dan bisa diresmikan pada akhir desember 
2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk oleh ASEAN dan 
dicita-citakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menjadikan 
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini menjadi sebuah even 
atau peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara anggota ASEAN. 
  Dalam perkembangannya lebih jauh pengimplementasian 
Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bisa memunculkan potensi sengketa di 
antara negara-negara anggota ASEAN, dan untuk menyelesaikan sengketa 
tersebut Masyarakat Ekonomi ASEAN menggunakan penyelesaian 
sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN dan Protocol on Enhanced 
Dispute Settlement Mechanisms, namun mekanisme penyelesaian 
sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN tersebut hanya berbasis 
kompromi yang kurang memberikan kepastian hukum sehingga tidak 
berjalan efektif, selain itu belum ada mekanisme penyelesaian sengketa 




yang sedang bersengketa sehingga tidak ada sanksi tegas yang diberikan 
bagi negara yang bersengketa. Jadi penulis menyimpulkan bahwa 
perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN belum memberikan pengaruh 
yang besar terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN 
karena perjanjian-perjanjian penyelesaian sengketa yang ada di ASEAN 




  ASEAN sebagai organisasi regional yang membentuk komunitas 
ekonomi ASEAN ini harus lebih tegas dalam melakukan penegakan 
hukum agar ASEAN ini tidak dipandang sebelah mata oleh organisasi-
organisasi internasional lainnya, dan juga bisa memberikan kepastian 
hukum. Selain itu ASEAN juga membutuhkan rule of law dalam 
mekanisme penyelesaian sengketa agar sengketa tersebut dapat 
terselesaikan dengan tuntas dan lebih efektif agar tidak membutuhkan 
waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, selain itu dengan adanya 
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